BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian di atas, tentang “ketentuan untantang
ketidakwenangan Komisi Pemberantasan Korupsi untakgeluarkan Surat

Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dalam pd&sau4o. 30 tahun 2002

tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)” makapatiapenulis

simpulkan bahwa:

1. Ketidakwenangan Komisi Pemberantasan Korupsi uméngeluarkan
surat perintah penghentian penyidikan (SP3) mengandnaksud yang
luhur, yaitu untuk lebih bisa meningkatkan dayge&&omisi pemberatasan
korupsi untuk melaksanakan tugasnya dengan tepatasg yang nantinya
berdampak pada pemulihan kepercayaan masyarakatdasid pada hukum
serta penegak hukum di Indonesia. Adanya kehathatera keseriusan
instasi KPK dalam menetapkan setiap seseorang diaaggka melakukan
tindak pidaan korupsi akan mengurangi kesalahaaliean yang mungkin
akan terjadi, semisal salah tangkap. Dengan tidakya wewenang untuk
mengeluarkan surat perintah penghentian penyidyleany tertuang dalam
pasal 40 ini, oknum yang suka mempermainkan hukang alah satunya
dengan cara jual beli kasus tidak akan mudah laglakakannya,
bagaimanpun juga adanya kewenangan mengeluarkan @Rh
dimanfaatkan dengan sangat jeli oleh oknum yaraktiertanggung jawab

untuk bisa melepaskan diri dari jeratan hukum. Jied@ngan adanya pasal
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ini tentu saja telah bertentangan dengan asas @easdinga tak bersalah,
selain itu pasal ini juga akan mencederai asasapean di depan hukum
(equality before the law. Di samping itu, adanya pemberlakuan pasal 40
pada Komisi Pemberantasan Korupsi diatas menunjakatu pergeseran
atau perkembangan paradigma hukum pidana padanatdiologis yang
muncul sebagai kritikj¢dicial correctivg atas pardigma-paradigma lama
(klasik dan modern) sebagai upaya menggagas hukognesif.

2. Adanya ketentuan tentang ketidakwenangan KPK umekgeluarkan SP3
ini bersesuaian dengan prinsip hukum pidana Iskarena pada dasarnya
hukum pidana Islam menghendaki adanya kehati-hatiatam hal
mendakwa seseorang melakukan kesalahan. Islanmjagghendaki setiap
orang dapat menempatkan seseorang dalam posisldieratau tidak
bersalah berdasarkan bukti-bukti yang ada, demikuntenghindari salah
dalam menghukum seseorang. Karena jelas Allah tiskknbenarkan

seseorang memikul kesalahan orang lain.

B. Saran-saran
1. Untuk mencegah adanya kesewenang-kesewena(ejaus de droit)
Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menuntut dargatin seseorang
yang dituduh melakukan suatu tindak pidana korugsndaknya
pemberlakuan ketentuan ketidakwenangan mengelué@Ranoleh KPK

dalam menentukan status tersangka harus dilakukaarss ketat dan
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selektif. Karena tanpa kehati-hatian tersebut dapanimbulkan
kesewenang-wenangan dalam pemberlakuan (khusuggd@mg hukum.

2. Penegakan supremasi hukum tanpa pandang bulu das Kerupsi harus
ditegakkan, peran maksimal dari penegak hukum, ddnym KPK, serta
masyarakat sangat diperlukan guna mencapai caa@isebut. Sehingga
nantinya negara Indonesia akan menjadi nengara yekgnur, tentram,
aman, sejahtera, serta terbebas dari korupsi.

3. Hendaknya dilakukan kajian yang lebih mendalamadsip penerapan
ketentuan ketidakwenangan mengeluarkan SP3 oleh, K§&Kingga
nantinya implikasi yang ditimbulkannya akan terasanfaatnya untuk

rakyat Indonesia.

C. Penutup
Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah ssdngan mengucap
Alhamdulillah berkat taufigq, rahmat dan hidayah-Nya penulis tapa
menyelesaikan skripsi ini. Di atas langit masih dalagit adalah sebuah
kenyataan yang melekat dalam skripsi ini. Maka dfari dengan penuh
kerendahan hatitgwadlu’) penulis mengharapkan kritik dan saran yang
konstruktif dari semua pihak, demi perbaikan dammenanya skripsi ini.

semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita sermfuain



